BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

N0.480, 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN. Anggaran. Penyediaan.
Pertanggungjawaban. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 210/PMK.02/2009
TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN LANGSUNG PUPUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a  bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
telah dianggarkan belanja untuk Bantuan Langsung
Pupuk;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran Bantuan
Langsung Pupuk, diperlukan tata cara penyediaan
anggaran, pencairan, dan pertanggungjawabannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan
Anggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan
Langsung Pupuk;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4920), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2009
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5041);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4418);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2005
tentang Pengelolaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan
Perhitungan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005
tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007
tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara melalui Rekening Kas
Umum Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007
tentang Bagan Akun Standar;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
tentang Sistem Akuntans dan Pelgporan Keuangan
Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2008
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lLembaga dan
Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran
2009;

- Peraturan Menteri  Pertanian Nomor  34/Permentan/

SR.130/7/2009 tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung
Pupuk Tahun Anggaran 2009;
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M enetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA

CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN LANGSUNG
PUPUK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud
dengan:

1.

(1)

(2)

(1)

(2)

Bantuan Langsung Pupuk, yang selanjutnya disingkat
BLP adalah kegiatan pengadaan dan penyaluran pupuk
secara gratis oleh Pemerintah kepada kelompok tani,
yang jenis pupuk dan jumlahnya ditetapkan oleh Menteri
Pertanian.

Perusahaan Pelaksana adalah perusahaan yang bergerak
di bidang pertanian untuk melaksanakan kegiatan BLP
sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Tata cara pelaksanaan BLP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, berpedoman pada Pedoman Umum BLP
yang ditetgpkan oleh Menteri Pertanian.

Harga Pokok Penyerahan (HPP) BLP mengacu pada
HPP yang ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 3

Dana BLP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
BelanjaNegara (APBN).

Dalam rangka pelaksanaan anggaran BLP, Menteri
Keuangan selaku Pengguna Anggaran menetapkan
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen
Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).



